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Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke ll Pati Nomor 9/
DPRD/1 958 tanggal 7 Pebruari 1958 tentang Mgndirikpn dan
Menyewakan Kios ditanah milik Daerah atau ditanah yang da-
lam penguasaan (in beheer) Daerah yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah DaerAh Swatantra tingkat ke I Jawa tengah
tanggal 15 Oktober 1958 Seri C Nomor 18 dan telah diubah
dengan Peraturan Daerah Tingkat ke ll Pati tanggal 7 Oktober
'196O Nomor 15/DPRD/1960 yang diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Jawa Tengah tanggal 31 Agustus 1961 Seri C
Tahun 1961 Nomor 1 1O perlu diganti karena sudah tidak se-
suai dengan perkembangan keadaan dan belum berpedoman
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12lDrt TAhun 1957.

[:-.rgan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l

PATITENTANG MENDIRIKAN DAN PEMAKAIAN KIOS DITA-
NA}.I YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH.



BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. BupatiKepala Daerah ialah BupatiKepala Daerah Tingkat ll
Pati.

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati.

c. Kios ialah bangunan-bangunan baik yang bersifat perma-
nen semi permanen, sederhana maupun darurat yang khu-
sus dipergunakan'untuk menjual barang-barang dagangan
mengadakan warung makan dan minuman, menjalank^n
usaha untuk mempertunjukkan barang-barang contol*

d. Kios Tipe A, ialah kios yang didirikan oleh Pemerintah
Daerah.

e. Kios Tipe B, ialah kios yang didirikan oleh perseorangan

. atau perkumpulan/badan hukum dan dipergunakan untuk
kepentingan sendiri.

f . Kios Tipe C, ialah kios yang didirikan oleh perseorangan,
perkumpulanlbadan hukum selaku investor dan diperguna-
kan untuk kepentungan pihak lain.

g. Bangunan perrnanen, ialah bangunan yang terletak diatas
pondasi berdinding tembok dan berkerangka atap dari kayu
atau besi.

h. Bangunan semi permanen ialah bangunan yang terletak di-
atas pondasi, atapnya didukung oleh tiang-tiang kayu dan
berdinding sebagaian dari pasangan tembok, diatasnya pa-
pan/gedeg, termasuk bangunan yang berdinding dan ke-
rangka bangunannya terbuat dari kayu jati.

i. Bangunan sederhana ialah bangunan yang terletak diatas
umpak-umpak, sebaga,i pendukung tiang kayu tahun dan
dinding dari kayu tahun/gedeg.

j. Bangunan darurat ialah bangunan untuk sementara waktu
dan dibuat seadanya asal dapat dipakai.

k. Tanah ialah tanah yang sepenuhnya dikuasai Pemerintah
Daerah, kecuali tanah-tanah didalam pasar daerah.

l. Pemegang ijin ialah orang atau perkumpulan/badan hukum
yang memperoleh ilin dari Bupati Kepala Daerah untuk men-
dirikan kios di tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

rir. Pemakai Kios ialah orang atau perkurnp,ulan/badan hukum
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yang menjalankan usaha dengan menggunakan kios seba
gai tempat usahanya

BAB II

KETENTUAN IJIN

Pasal 2

(1) Diatas tanah tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dapat didirikan kios :

a. Tipe A ;

b. Tipe B ;

c. Tipe C.
(2) Untuk mendirikan kios Tipe B dan Tipe C harus dengan ijin

Bupati Kepala Daerah serta membuat perjanjian mendirikan
kios diatas tanah antara pemegang ijin yang bersangkutan den-
gan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1 ) Permohonan ijin untuk mendirikan kios tipe B dan C seba-
gaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus di-
ajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai kepada Bu-
pati Kepala Daerah dengan dilampiri :

a. Gambar kontruksi bangunan yang menyebutkan bentuk,
ukuran dan kontruksi bangunan.

b. Gambar situasitanah yang diperlukan dengan menye-
butkan letak, ukuran dan luas tanah tersebut.

(2) a. Apabila pemohon ijin suatu badan hukum, maka harus
melampirkan akte pendiriannya.

b. Apabila pemohon 'rjin suatu perkumpulan, maka harus
melampirkan anggaran dasar perkumpulan.

Pasal 4

Persyaratan dan tatacara mendirikan kios Tipe C serta menge-
nai ketentuan pemakaiannya, termasuk perjanjian antara inves-
tor dengan pemakai kios, diatur lebih lanjut oleh Bupati Ke-
pala Daerah.

Pasal 5

(1) Bangunan Kios tipe B dan C harus sudah mulai dikerjakan
selambat-lambatnya dalam waktu 1b hari terhitung seiak



tanggal drkeluarkannya surat ijin mendirikan kios dan harus
sudah selesai sesuai dengan ketentuan waktu yang dite-
tapkan dalam ijin.

(2) Apabila karena alasan-alasan yang sah dalam waktr,r yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pa-
sal ini bangunan kios belum selesai, Bupati Kepala Daerah
dapat memperpanjang waktunya paling lama 2 bulan.

(3) Apabila bangunan kios belum selesaidalam waktu sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tanpa ala-
san yang dapat diterima atau tanpa alasan yang sah, maka
surat ijin mendirikan kios demi hukum tidak berlaku lagi.

(4) Bangunan kios, baru dapat dipergunakan apabila telah dipo-
riksa dan dinyratakan selesai oleh Kepala Dinas Pekerj- r

Umum Kabupaten Daerah Tingkar ll Pati atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 6

(1 ) Untuk dapat menempati/menggunakan kios, yang bersang-
kutan diharuskan menanda tangani surat perjanjian untuk
menggunakan kios diatas kertas bermaterai rangkap tiga.

(2) Perjanjian untuk menggunakan kios tipe B, ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah dan lamanya tidak boleh melebihi 1O
tahun terhitung mulai diterimanya surat perjanjian oleh
yang bersangkutan.

(3) Selama jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat
(2) pasal ini pemegang ijin berhak mempergunakan kios ter-
sebut dan berkewajiban untuk membayar retribusi pema-
kaian tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 1 Peratur-
an Daerah ini.

(4) Setelah jangka yvaktu sebagaimana tersebut dalam av^t
{2} pasal ini berakhir bangunan menjadi milik Pemerini--,
Daerah, kecuali bangunan darurat.
Dalam hal inipemegang'rjin masih dapat mempergunakan
kios dengdn syarat :

a. Mengajukan permohonan secara teitulis untuk memakai
kios kepada Bupati Kepala Daerah.

b. Menanda tangani perjanjian pemakaian kios.
c. Mernbayar retribusi pemakaian tanah dan banguna'n se-

tiap bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Per-
aturan Daerah ini.



Pasal 7

i1 ) llin mendirikan kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindah.tangan-
kan kepada pihak lain dengan cara apapun.

(2) Apabila pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)pasal ini, perjanjian dinyatakan
batal demi hukum pemegang 'riin tidak berhak menuntut
ganti rugi dan kios menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Apabila pemegang ijin meninggaldunia maka ahliwarisnya
yang ditunjuk dalam surat perjanjian menggunakan kios ter-
sebut pada pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah ini
dapat melanjutkan perjanjian tersebut atas namanya de-
ngan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Per-
aturan Daerah ini.

(4) Apabila pemakaikios meninggaldunia, maka perjanjian pe-
makaian kios dinyatakan bataldan kios kembalikepada Pe-
merintah Daerah. Dalam haliniahliwaris yang ditunjuk da-
lam perjanjian menggunakan kios mendapat prioritas utama
untuk memakai kios.

(5) Apabila pemegang ijin dan pemakai tidak menggunakan
kios dalam waktu paling lama 6 bulan berturut-turut tanpa
alasan-alasan yang dapat diterima, maka perjarijian dinya-
takan bataldemi hukum dan kios menjadi milik Pemerintah
Daerah.

BAB lil
LOKASI, BENTUK DAN JENIS BANGUNAN

Pasal I
( 1 ) Lokasi kios ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan diba-

gi dalam 3 (tiga) kelas. menurut letak dan ramainya kesi-
bukan perekonomian.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan penggunaan kios untuk
keperluan jenis usaha.

(3) Bupati kepala Daerah dapat mencabut ijin mendirikan/
menggunakan dan memakai kios apabila ternpat tersebut
dipergunakan untuk kepentingan umurn dan ijin batal demi
hukum.

(4) Akibat diputuskannya perjanjian sebagaimana dimaksud



dalam ay.:t (3) pasal ini, diatur oleh BupatiKepala Daerah
yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Pasal 9

{1 ) Bentuk, ukuran danjenis bahan bangunan yang dipakai un-
tuk.mendirikan kios ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2)Jenis bangunan dibagi dalam 4 klasifikasi yaitu :

a. Bangunan permanen.
b. Bangunan semi permanen.
c. Bangunan sederhana.
d. Bangunan darurat.

BAB IV
RETBIBUSI

Pasal 10

Setiap orang atau perkumpulan/badan hukum yang memakai
kios tipe A dikenakan.pungutan berupa retribusi pemakaian ta-
nah dan bangunan.

Pasal 1 1

(1 ) Tarip retribusi pemakaian tanah tersebut pada pasal 8 dan
1O Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas I tidak boleh melebini aari Rp. 4OO,OO per m2 tiap
bulan.

b. Kelas ll tidak boleh melebihidariRp. 30O,OO per m2 tiap
bulan.

c. Kelas lll tidak boleh melebihi dari Rp. 2OO,OO per m2
tiap bulan.

{2} Tarip retribusi pemakaian bangunan tersebut pada pa:
6 ayat (4) huruf C dan pasal 1O Peraturan Daerah ini, ditd
tapkan sebagai berikut :

a. Bangunan permanen :

1 . Terletak diatas tanah kelas I tidak boleh melebihi dari
Rp. 2O0O,OO per m2 tiap bulan.

2. Terletak diatas tanah kelas ll tidak boleh melebihi
dari Rp. 15OO,OO per m2 tiap bulan.

3. Terletak diatas tanah kelas lll tidak boleh melebihi
dari Rp. 10OO,OO p€r m2 tiap butan.

ti
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b Bangunan semi permanen
1 Terletak diatas tanah kelas I tidak boleh melebihi dariRp. 15OO OO per m2 tiap bulan.
? Terletak diatas tanah kelas ll tidak boleh melebihi

dari Rp. 120O,OO per m2 tiap bulan.
3. Terletak diatas tanah kelas lll tidak boleh melebihi

dariRp. 8OO,O0 per m2 tiap bulan.
c. Bangunan sederhana :

1 ' Terretak diatas tanah keras r tidak boreh merebihi dari
Rp. 8OO.0O per m2 tiap bulan.

2. Terletak diatas tanah kelas ll tidak boleh melebihi
dari Rp. 600,00 pef m2 tiap bulan.

3' Terretak diatas tanah kelas 
'r 

tidak boreh merebihi
dari Rp. 4OO,OO per m2 tiap bulan.

pasal 12
('l) a. Retribusi harus.sudah dibayar selambat_15mbatnya pada

tanggal 2b bulan yang bersangkutan.
b. Tiap kelambatan pembayaran retribusi dikenakan biaya

tambahan administrasi sebesar 1O o/o tiap_tiap Uufan Jaripokok retribusi bulan yang bersangkuian.
(2l.Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati Ke_pala Daerah

BAB V
TATA TERTIB PEMEGANG IJINiPEMAKAI KIOS

pasal 13
(1 ) Perjanjian pemakaian kios tipe A berlaku untuk jangka wak_tu 5 fiima) tahun terhitung mulaiditetapkannya p-erlanlian

tersebut.
(2) setelah jangka waktu lima tahun berakhir pemakai kiosmendapat prioritas utama untuk memuk"i il;;ii 

'''""

pasal l4
(1)Pemegang ijin maupun pemakai kios dilarang:

a. Memindahkan hak pakai atas t<ios t<epaOJ orang lainb. Mempergunakan kios untuk perbuatan maksiat.
c. Membuka kios dari jam 24.OO sampai;". OiOdt""ruf idengan ijin Bupati Kepala Daerah.
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d Menambah, mengubah, memindahkan dan membong-
kar kios tanpa ijin Bupati Kepala Daerah

e Mengandangkan ternak/hewan dalam kios
f Mempergunakan kios tidak sesuai dengan ijinnya
g. Menunggak pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut.
(2) Pemegang ijin maupun pemakai kios diwajibkan :

a. Menjaga kebersihan dan kerapian toko serta halaman
sekitarnya.

b. Memelihara dan memperbaiki kios yang dipakaiapabila
terdapat kerusakan.

c. Memenuhi ketentuan dalarn surat perjanjian.

(31Tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dilarang menempati kivs
ufltuk tempat tinggal setelah kios ditutup.

BAB VI

PENGAWASAN
Pasal 15

Kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah
ini serta mengusut pela nggaran-pelanggaran, diserahkan kepa-
da Kepala Dinas Pekeriaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat
ll Pati. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati dan Kepala lnspektorat Wilayah Kabupaten Dae-
rah Tingkat ll Pati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamaoya._
{enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. SO.OOO,0O
{lima puluh ribu rupiah} bagi pelanggaran terhadap ketentu-
an-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggar-
an.

{3} Tanpa mengurangi ketentuan yang tercantum dalam ayat
(1) pasal iniapabila pemegang ijin dan pemakai kios tidak
mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
Bupati Kepala Daerah dapat :



Membatalkan perjanjian tersebut dalam pasal 6 ayat (1 )

Peraturan Daerah rnt

Membongkar bangunan yang telah didirikan oleh peme-
gang ijin dengan biaya yang dibebankan kepada peme-
gang ijin.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

(1 ) Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari saat peraturan
Daerah ini mulai berlaku semua kios dan semacamnya yang
dalam Peraturan Daerah ini disebut kios yang sudah didiri-
kan sebelumnya harus diadakan perjqnjlan ulang atas pema-
kaian kios.

(2) Bentuk kios atau semacamnya yang didirikan diatas tanah
yang dikuasaiPemerintah Daerah yang sudah ada sebelum
Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sudah memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam per-
aturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepan-
jang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

BAB IX

PENUTUP
Pasal 19

(1)Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah tentang
Kios".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu-
dah tanggal pengundangannya.

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku
lagi. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke ll pati
No. 9/DPRD/1958 tanggal 7 Pebruari 1g58 jo peraturan
Daerah Daerah Tingkat ll Pati No. 1 b/DpRD/1960 tanggal
7 Oktober 196O tentang Mendirikan dan Menyewa,kan Kios
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ditanar, mirik Daerah atau ditanah yang daram penguasaan
{rn beheer} Daerah,

Agar setiap orang mengetahuirrya memerintahkan pengun
danclan Perat.ran Daerah inr crenqan penempatannya daram
Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll pati.

pati, 23 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH II PATI

TINGKAT II PATI

KETUA,

ttd. ttd.

MOCHCHOLIL SAOEDJI

DISYAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Oktober 1gB4 Nomor
188.3/186/1984.

Sekretaris Wilayah Daerah
B/KePara 

r?5: 
t"nr*,

ltAwAWt,sH
NtP 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat ll Pati pada tanggal 22 Nopember 19g4
No. 7 Seri B No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO.
NrP. 500 029 628.
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